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KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . P

gurat pengaduan Tjioe Bin Tik tertanggel Tulungogunsg
1l Pebruari 1952, ;

surat keputusen BE ¥Kabupaten Tuwlungagung tangsal 8 Agus-
tus 1950 No.95/8.2, jeng memberi idzin kepada Tjice Bin
Tik untuk mendirikan tempat penjimpanan dan mengerdjakan
kapol, E - 2 : '

surat keputussn Dewan Pemerintah Daersh Jementara Kabue
paten Tulungagung tanggel 26 Djenuari 1951 NHo.l105/B.2/
D,P.D.3., jang mentjabut keputusan tersebut b. dan mem~
beri.idzin kepada Tjloe Bin Tik untuk mendiriken tempat

- penjimpanan kapok sadja,

gurat keputusan Guberur, Kepals Daerah Propinsi Djaws
Timur tanggal 28 Djanuari 1952 No.Des.36/4114/4229, jang
~menguatian lkeputusan tersebut c¢. diatas, - ol

surat'ménteri'nalam HJegerls tanggel 2 Septemﬁer 1952 Neo, -
Des. 5€/46/4y :

s

behwa dengan keputusen Baden Executief Kebupaten TMilunge =
agung tenggel 8 Agustus 1950 No. B 95/82 kepada Tiioe
Bin Tik teleh dlberiken idzin untuk mendirikan tempat
renlimpanan dan mengerdjelan kapok; S

bahwe kepubusan termeksud dalam huruf a. diatas dengan
keputusan Dewan Pemerinteh Deerah Sementaxs ¥Xabupaten. . .
- Tulungegung tanggal 26 Djanuari 1951 No.lO5/B2/DPDS di- -
tjabut karena elasan-alassen jang disebutkan.dalam consi--
derans keputusan itu, jeng berbunji sebagei berilut 3 -
"l. perusahaan kapok dari Tjios Bin Tik tersebut diatas -

; sefieleh didjalankan/dikerdjaken . ternjata mengeangsu

telanggante lkarens bertaburnja debl den KEDOKX Ol gge-

Xeliling tempat perusangan jang tidak dapat dinire .
darkens ' '

2. perusahssan kapok jang mengerdjakan yendjemuran den
pengepakan tidak dapat dilandjutkan mengingat ald-—
‘batnja tersebut No.l;

3. kepmda Tjioce Bin Tik hanja dapet diberi idsin untuk
- nmendirikan tempet penjimpanan kapok Sadja Ninggs idzin

. tersebut diatas perln ditjabut kemball dan diberi .
{dein baru, ™ . CRE :

bahwa nenilik slasen-slasan diatea, gengguen- jang- ditine

bulkan itu tidak disebabltan karena pemegang idzin tidak - -
‘memenuhl sjarai-sjarat jeng ditjantumkan dalsm surat,
idzin anggal-8 Agustus 1850 No. B 95/B2, sehingga idzin

. ini.sesungguhnja tidalk dapat ditjabut.-menurut pasal 12
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bahwa pentjabutan idzin ity pun tidak dapat didssarkan
atas pasal 8 H,0., oleh karena tidak ternjata, bahwa
pemegan,z idzin tidek memenuhi ketentuan walktu jeng di-
beriken dengan idzin tersebut, dalam waktu mans tata-
parusehaen {inrichting) itu herus diselessikan dan
mulal didjalenkan;

behwa dalam H.O., tidek didbuka kemungikinan mentjabut
idzin jang tidak didesarken atas pasal-pasal & dan 12
H.Q. terasebut diastas;

behwa watuk menghadapi keadaan sebageil diutarakan dalam
alasan=-alagan termaksud dalam huruf b. diatms, pemberi
idzln seharusnja mempergunskan haknja jang tertjantunm
dalam pasal 11 H.0Q,., ja'ni mengambil keputisan jang
menjebutkan sebab-sebabniz, uwatuk menembahtan sarat-—
sarat baru buat menghindarkan penduduk jeng tinggal di-

-seldtiar perusahasn dari gangguan jang ternjata masih

timbul, sesudah pemegang idzin didengar teatang hal itu
atau diundang sebaik-bailmjs;

bahwa delam keputusen Dewan Pemerinteh Daerah Sementara
Kebupaten Tulungagung tersebut dalam huruf b, diatas,
disamping pentjasbutan 1dzin jeng tidak ada dasar hulcum-
nla itu, kepada Tjice Bin Tik tersebut dibarikan djuge
sugtu 1ldzin baru. untuk mengiriksen tempat penjimpanan
kapok, lalah suatu idzin jang tidak diminta olehnja,
sepab jang diminte ialeh idzin untuk mendiriltan tempat
penjimpanan kepok, dimans dikerdjekan djuga pengepakan
dan pendjemuran kapolk;

bahwa -apabila sesuatu permohonen idzin tidal dapat di-
kabulkan sungguhpun dengan idzin jeng bersarat, make
permohonan idzin itu pada mulanja sudah herue ditolal;

bahwa menilik hal-hel diatas keputugan Dewan Pemerintsh
Daerah Sementara Kabupaten Tulungasung tangzsal 26 Dja~
nuari 1351 No.l05/B2/DPDS addalsh bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam H.O,:

bahwa oleh karena itu make keputusan Gubemmur Djawa

Timur jang menguatken keputusan Dewan Pemerintsh Daerah
Kabupaten Tulungszung tanggal 26 Djanusri 1951 No. :
lGEXﬁE{BPDS dengan sendirinja bertentangan pula dengen

H,0., sebad menguatkan sesvatu keputusan jang berten—
tengan dengen H.O.;

'bahwa dari sebeb itu memandang perlu untuk membatallan ke

putusan Gubernur Djawa Timur tersebut;

hahwa dengen pembatalan tersebut socal permohonan Fjice .
Bin Tilk mendjadi belum selesal dan memerlucan penindjauan

lebih landjut dan penjelesalan jeng didassrkan atas
hukum; e

bahwa wrtuk ment]apai maksud itu pérlu memerintahkan
Eepadae Gubernur Diawa Timur wntuk membatallan keputuzan

. Dewan Pemerintah Daerah Kabupsten Tulungzgmeg tenggal
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26 Djanusri 1951 No,105/B2/DPDS;
behwa penjelesaien selandjutnja dapat diputuskan oleh

. (ubernur Djawa Timur misaings dengan memerintahken

kepade Dewan Pemerinteh Daerah Kabupaten Tulungagung

untuk nenambah sarat-sarat jang tertjantum dalam surat- :
keputusan Badan Executief Kabipaten Ilungagung tangzal
8 Agustus 1950 No.95/B.2 atau menentuken sarat-serst.

ite sendiri, hal mana dspat didssarken atas pasal 10
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Hengingat : Hinderordonnantie {(Staat d 1926 No.226 Jjang diubah texr.
% achir dengsn Stastsblad /No,450), Undang-undang o.22
= : _tahun‘lﬁ#g pasal—-pasal 42 ajat 1, pasal 25 ajat 2,
?f pmadipdigyo-) Undang-undang Dasar pasal-pasal 142, 83 ajat 2, dan 85;
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MEMUTT.USKAN @

LMenetapkan

5% Membatalkan kepususan Gubernur Djawa Timur tenggal 28 Djanuari 1952
No. Dem. 26/4114/4229. ;

LT Memefintahkﬁn kaﬁada Gubermar Djawa Timur untuk membatallkan kepubu-
sen Dewan Pemerintah Daerah Kebupaten Tulungagung tanggal 26 Djisnu-
ari 1951 Ko.1053/32/DPDS karena bertentangan dengan Undang-undang.
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'III. Memerintahkan kepada Gubermur Djawa Timur untuk menjeleseikan scal
perusahasn kapok Xepunja® Tjice Fin Tik Tulungegung selandjutnja
ates dasar pasel 10 H.O.
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SALDINAN Keputusan lni disampaiken untulk diketahul kepada:

1. Gubernur Djawa Timar 41 Durabaja, &

2. Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuwlungagung,
3. Ketua FPengadilan Negeri 41 Tulungapgung,

4. Ketua Pengadilen Tinggi 41 Surabaja,

5., Menteri Kehskiman,

6. Kepalas Kepolisian i Tulungegung, dan
Te Tjice Bin Tik di Tuwlungagung unituk diketahui.
Ditetapken di Djekarts
‘ N paﬁa tanggal 30 Oxtober 1952,
' /, ABRESIDEN REPUBLIX INDONESIA,

.

SUKARNO.
MENTERI DALAM NEGERI,

HO




